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BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATT JEPARA 
NOMOR ¥ TAHUN 2010 

TENTANG 

PEMBERIAN DISPENSASI PELA YANAN PENCATATAN KELAHIRRAN 

BUPATI JEPARA, 

a batwa dalamn rangka memberikan perlindungan anak dan 
untuk memnpercepat pencapaian dan sasgran Rencana 
Strategis Nasional 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat 
Kelahirannya" diperdukan adanya kernudahan dalar 
peiayanan pencatatan kelahiran 

b. batwe Peraturan Bupati Jepara Nomor 38 Tahun 2009 tentang 
Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran mass 
bertakunya telah berakhir, 

c. batwa berdasari.an ketentuan Surat Edaran Menteni Dalarn 
Negeni Nomor 472 11/5111/84 perihal Perpanjangan Masa 
Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan kelahiran, 
dipandang pertu memberik.an dispensasi pencetatan 
kelahiran di Kabupaten Jepara 

d bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dima#sud 
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Perstluran Bupati tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan 
Pencatatan Kelahiran 

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jaw 
Tengah 

2. Undang-Undang Nomnor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembacan Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnor 
3019) 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 109, Tamnbanan Lembaran Negara Republikx ndonesia 

Noma 4235) 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis 
Nomor 4437), sebagairana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomgr 32 Tahun 
2004 tetang Permenintanan Daerah (Lembaran Negara Republk 
Indonesia Tahun 2008 Nomnor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomo 4844) 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republk Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noma 4634) 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republk 
Indonesia Nomor 4674) 

7 Peraturan Pererintah Nomor 37 Tahun 2007 ten»tang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4736), 

8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan 
informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
epublilk Indonesia Tahun 2004 Nomor 18), 

9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tetang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil 

10. Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomar 28 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penelenggaraan Pendaftaran Penduduk den 
Pencatatan Sil di Daerah, 

1t Peraturan Daerah Kabupaten Jopara Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Retribusi Penyelonggaraan Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2010 NOmor 2, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten 
Jepara Nomor 2), 

1 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tande 
Penduduk dan Alta Catatan Sipil (Lombaran Daerah 
Kabupaten Jepar Tahun 2010 Nomor 7, Turnbahan 
Lembaran Daerah kabupaten Jepara Nomor 7) 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kera Dias Daerah Kabupaten 
Jopara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 201 
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 17) 
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Menetapk.an 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATT JEPARA TENTANG DISPENSASl 
PELA YANAN PENCATATAN KELA#IRAN DAN PENDAF TAFAN 
PENDUDUK. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupeti ini dimnaksud dengan. 

• Daerah adaiah Kabupaten Jepara, 
2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah, 
3. Bupati adalah Bupati Jepara, 
4. Administras ependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban 

dalearn penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran 
enduduk, Pencatatan Sipit, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan 
serta pendayagunaan haslnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor 
lain 

s. Warga Negara indooesia selanyutnya disingkat WNl adalah orang - orang bangsa 
Indonesia asli dan orang - orang bangsa lain yang disahkan dengan undang 
undang sebagai Warga Negara Indonesia 

6. Pencatatan Kelahiran adalah keselurunan proses kegiatan yang meliputi 
pelaporan, penelitian berkas dan persyaratan yang diperlukan, pencatatan 
ketahiran dalamn buku register akta serta penerbitan kutipan akta kelabran 

, Dispensasi Pencatatan Kelahiran adalah dispensasi pelayanan akta kelahiran 
bag penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelurn bertakunya Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 200G Tentang Administrasi Kependuduken; 

8. Kartu Tanda Pendudulk yang selanjutnya disingkgt KTP adalah identitas resmi 

Pendudulk sebagai bukti din yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang 
berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat 
Kepala Disdukcapid adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipit 
Kabupaten Jepara 

BAB II 

PELAKSANAAN PEMBERIAN DISPENSASI 

Pasat 2 

Bagan Kesatu 
Pencatatan Kelahiran 

Pasal 2 

(1) Depensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran adalah dispensasi pelayanan alt.a 
kelahiran yang diberkan kepada WNI yang lahit sebelum berakunya undang ­ 

Uodang Nomor 23 Tahun 200 tentang Administrasi Kependudukan 

(2) Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) 
dibenkan dengan tidak mererlukan penetapan Pengadidan Neger 
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Pasal 3 

Dispensesi Pelayanan Pencatatan Kelahiran terhitung mulai tanggal 1 Januani 2011 
samnpar dengan tanggat 31 Maret 2011 

BAB III 

PERSYARATAN, MEKANISME DAN BLAY'A PELA YANAN 

Bagian Kesatu 
Persyaratan 

Pasal 4 

Persyaratan untu pengajuan Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran terdini dar 
a surat kelahiran asli dani desa, 
b. surat eterangan kelahuran an Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran; 
c photo copy KT orang tua; 
d. photo copy KK orang tua; 
e. photo copy kutipan akta perk.awinan/buku nikah orang tua, 
f. surat keterangan dan Desa (tertambat lapor); 
g saksi yang sudah dewasa 2 (ua) orang dan photo copy KTP Baksi. 

Bagian Kedua 
Mekamisme 

Pasal 5 

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dispensasi pelayayan 
pencatatan kelahiran ditetapkan oleh Kepala Disdukcapil sesuai ketentuan perundang 
-- undangan yang berlaku 

Bagian Ketiga 
Biaya Pelayanan 

Pasal 6 

Biaya Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sesuai dengan Peraturan Daorah 
Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Hal - hal yang belumn diatur dalamn Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Disdukcapit 
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Pasal 8 

Peraturan ini bedaku pada ta0ggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya. mernenintahk.an engundangan Peraturan Bupati +ow 

den9an Penernpatannye daiamn Berta Daerah Kabupaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal h bees.er etc 

BUPATT JEP 

HENDRO MARTOJO 

SEKRF TAIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

IH 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 N0MOR S5 

­ ]rt e » A  
A0A1AN 

Sek«netts % 
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